
 

 

ABSTRAK 

Neneng Sri Ayu Dewi Ratyyah, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Untuk Kesejahteraan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Prespektif Siyasah Maliyah (Di Desa Cibuluh Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang). 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan dengan 

harapan semua yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dapat diarahkan, diatur, 

dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

efisien, terbuka dan manfaat untuk masyarakat dan dapat mensejahterakan 

masyarakat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dalam hal pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Cibuluh, dikarenakan 

kurangnya transparansi pemerintah desa terhadap pelaporan pengelolaan keuangan 

desa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan mengenai 

proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa., faktor penghambat dan prespektif siyasah maliyah 

terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Siyasah Maliyah membicarakan bagaimana 

pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola, suatu Negara dalam aspek 

perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang 

mengacu terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai 

pengelolaan keuangan desa di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten 

Subang dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang pengelolaan keuangan 

desa di Desa Cibuluh berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi 

dan studi kepustakaan. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa 

Cibuluh sudah dilaksanakan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjwaban sudah dilaksanakan secara 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Faktor penghambat dalam pengelolaan 

keuangan desa Cibuluh ini, karena masyarakat kurang berperan aktif dalam 

musyawarah desa dan karena adanya pandemic Covid-19.  Walaupun belum 

maksimal dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat namun Aparat 

pemerintahan desa sudah melaksanaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini 

sesuai dengan UU no 6 tahun 2014. Dengan demikian hal tersebut 

berkesinambungan dengan prinsip siyasah Maliyah, yaitu untuk mencapai 

kemaslahatan umat. 
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